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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu aspek penting dari amandemen konstitusi negara yakni 

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

adalah lahirnya suatu gagasan tentang pentingnya lingkungan hidup 

(ecocracy) yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
1
 Hal tersebut 

kemudian di normakan di dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:
2
 

Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan 

Adanya ketentuan hak asasi manusia bagi setiap orang sebagaimana 

dijelaskan pada ketentuan Pasal Konstitusi di atas, mengharuskan negara 

untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Disisi lain, sebagai seorang warga 

negara kita juga mempunya kewajiban untuk menghormati hak asasi orang 

lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3
 

Di samping ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 28 H Ayat (1) 

Undang-undang Dasar 1945 di atas, pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan (suistainable) juga membutuhkan peran Negara dalam 

pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 33 Ayat 

(3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berbunyi sebagai berikut:
4
 

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas menyatakan bahwa 

hakikatnya sumber daya alam termasuk lingkungan hidup haruslah 

dipergunakan sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. 

                                                           
  1  Ahmad Jazuli, “Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Menurut Perspektif Hukum 

Lingkungan”, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 27 Oktober 2014, hal.1  

  2 Indonesia (a), Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pasal 28 H Ayat (1) 

  3  Ahmad Jazuli, Op.Cit. 

  4 Indonesia (a), loc.cit. Pasal 33 Ayat (3) 
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Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang 

maupun generasi mendatang.
5
 

Untuk mengatur secara lebih terperinci dan mendalam terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka dibuatlah aturan 

turunan yang bertujuan untuk memenuhi amanat Pasal 28 H Ayat (1) dan 

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Adapun aturan turunan yang dimaksud adalah 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsiderans dalam Undang-undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini 

telah menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan 

hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6
 

Lingkungan hidup itu sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7
 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih mengedepankan aspek perlindungan 

lingkungan hidup dan tidak  hanya melihat dari aspek pengelolaan lingkungan 

hidup semata. Adapun maksud dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup ini tertuang di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

menyatakan sebagai berikut:
8
 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 

                                                           
  5 Morais Barakati, “Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan 

Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No.8, 

September 2015, hal. 88 

  6  Indonesia (b), Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059, bagian konsiderans 

huruf a  

  7 Ibid, Pasal 1 angka 1.  

  8 Ibid, Pasal 1 angka 2. 
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kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. 

Ketentuan normatif yang telah tertuang di dalam ketentuan hukum 

positif di Indonesia tampaknya tidak sejalan sebangun dengan implementasi 

yang ada. Hingga hari ini, permasalahan lingkungan hidup masih terus terjadi 

di berbagai wilayah di Indonesia. Sejatinya, permasalahan lingkungan hidup 

yang terjadi di Indonesia ini merupakan permasalahan nasional yang 

merupakan tanggung jawab kolektif setiap lapisan masyarakat dari 

masyarakat sipil hingga pada elite pemerintahan. Setiap manusia baik secara 

langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan 

lingkungan hidup.
9
 

Selain itu, dalam perspektif keagamaan – yang dalam hal ini adalah 

Agama Islam – telah secara tegas disebutkan di dalam Al- Qur‟an bahwa 

Allah SWT melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apa 

pun di muka bumi ini. Hal tersebut terkandung di dalam firman Allah SWT 

yang terdapat di dalam Surat Al- A‟raf Ayat 56 yang berbunyi:
10

 

 
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh 

harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang 

berbuat kebaikan” 

Dalam Tafsir Al-Muyassar menyatakan sebagai berikut:
11

 

Dan janganlah kalian melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi 

dengan cara apa pun dari macam-macam kerusakan, setalah Allah 

memperbaikinya dengan pengutusan para Rasul dan 

memakmurkannya dengan amal ketaatan kepada Allah. Dan 

berdoalah kepada-Nya dengan keikhlasan doa bagi-Nya. 

Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik 

                                                           
  9 Lalu Sabardi, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup”, Jurnal Yustitia, Vol. 3, No.1, Januari-April 2014, hal.67 

  10 Al-Qur‟an Surat Al-A‟raf Ayat 56  

  11  Tafsirweb.com, https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html , diakses pada 

Senin, 4 Juli 2022, Pukul 14.21 WIB 

https://tafsirweb.com/2510-surat-al-araf-ayat-56.html


4 
 

 

Pada intinya dari Ayat Al-Qur‟an dan tafsiran di atas dapat dikatakan 

bahwa Allah telah memerintahkan kepada seluruh umat manusia tanpa 

terkecuali untuk tetap menjaga lingkungan hidup yang telah Allah SWT 

ciptakan sedemikian sempurnanya.  

Namun, penerapan aturan-aturan tersebut ternyata masih banyak 

menemukan permasalahan-permasalahan esensial yang bisa berasal dari diri 

pribadi seseorang dan/atau badan hukum, serta bisa juga berasal dari keadaan 

alam yang berada di luar kekuasaan manusia (force majeur).  

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang akan penulis bahas 

pada penulisan kali ini adalah terkait dengan permasalahan kebakaran lahan 

di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu permasalahan 

lingkungan hidup yang penulis rasa perlu untuk dibahas lebih jauh adalah 

permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang 

di dalam Putusan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor putusan 

3840 K/Pid.Sus.LH/2021.  

Dalam perkara tersebut, yang menjadi terdakwa dalam kasus ini 

adalah PT Kumai Sentosa (PT KS) yang mana dalam hal ini diwakili oleh 

pengurus dan/atau kuasa yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa yakni 

I Ketut Supastika bin I Wayan Sukarda selaku Direktur Utama pada PT 

Kumai Sentosa (PT KS).  

Di dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan 

penuntutan kepada Terdakwa dengan argumentasi bahwa Terdakwa telah 

melanggar ketentuan Pasal 99 Ayat (1) Juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a 

juncto Pasal 119 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai 

berikut:
12

 

Badan usaha dengan kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya 

baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup 

                                                           
  12 Indonesia (b), loc.cit, Pasal 99 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 119 

huruf c 
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Penuntutan kepada Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum 

didasari dari beberapa fakta hukum dan argumentasi Jaksa Penuntut Umum 

sebagai berikut: 

Bahwa Terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

usaha perkebunan kelapa sawit yang bertempat di areal konsesi Izin Usaha 

Perkebunan (IUP) di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 6.100 Ha. 

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB telah terjadi 

kebakaran lahan di lokasi pembukaan lahan (land clearing) dan penanaman 

kelapa sawit milik PT Kumai Sentosa tepatnya pada Blok 41, 40, 39, 38, 37, 

36, 35, 34, 33, 32, 31. 

Bahwa berdasarkan keterangan dari Tim Patroli yakni saksi 

Mirhansyah dan Saksi Isro yang menerangkan bahwa pada awalnya 

kebakaran terjadi di luar ring blok 41 (di luar wilayah konsesi PT Kumai 

Sentosa) tepatnya di perbatasan antara lahan PT Kumai Sentosa dengan 

Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Namun, dikarenakan 

angin sangat kencang mengarah ke arah tenggara maka atas hal tersebut 

menyebabkan kebakaran yang sebelumnya terjadi di luar area konsesi PT 

Kumai Sentosa menjalar hingga ke area Blok 41 milik PT Kumai Sentosa. 

Bahwa kobaran api yang membakar area blok 41 milik PT Kumai 

Sentosa tersebut baru berhasil dipadamkan pada tanggal 22 Agustus 2019 

pukul 04.00 WIB di blok 39 atau tepatnya satu hari setelah kebakaran terjadi. 

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 siang hari, dikarenakan lagi-lagi 

angin berhembus sangat kencang sehingga memicu kembali terjadinya 

kebakaran lahan PT Kumai Sentosa dan menyebabkan seluruh area konsesi 

PT Kumai Sentosa dari blok 41 hingga blok 31 atau seluas 2.600 Ha terbakar 

oleh kobaran api yang tidak dapat dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran 

PT Kumai Sentosa meskipun telah mendapatkan bantuan dari TNI, POLRI, 

Warga Sekitar hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Atas uraian fakta yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di 

dalam Surat Tuntutannya, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri 

Pangkalan Bun lewat putusannya Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu 
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menyatakan bahwa terdakwa PT KS tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana 

tuntutan Jaksa Penuntut Umum.  

Atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut, Jaksa 

Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah 

Agung dengan nomor perkara 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 yang pada intinya 

putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan judex factie pada 

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan pertimbangan bahwa PT Kumai 

Sentosa merupakan korban yang mengalami kerugian karena kebakaran 

lahan tersebut dikarenakan asal muasal kebakaran bukan berasal dari area 

konsesinya melainkan berasal dari perbatasan TNTP. Selain itu, majelis 

hakim juga menilai bahwa PT KS tidak akan dengan sengaja membakar 

lahan tersebut dikarenakan terdapat tanaman kelapa sawit yang telah 

ditanam oleh PT KS pada area yang terbakar yang secara logika PT KS akan 

mengalami kerugian cukup besar jika tanaman tersebut terbakar.  

Atas pertimbangan tersebutlah kemudian Majelis Hakim pada 

Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi PT Kumai Sentosa ini 

menguatkan putusan judex factie dengan membebaskan terdakwa dari 

segala tuntutan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Namun, hal yang menarik di dalam Putusan Mahkamah Agung 

nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 adalah terdapat perbedaan pendapat dari 

Majelis Hakim (Dissenting Opinion) yang berpendapat bahwa terdakwa 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana 

yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Bahwa menurutnya, Terdakwa sebagai pihak yang menggunakan 

lahan tersebut, seharusnya sudah mempersiapkan segala kemungkinan dan 

melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi 

kebakaran lahan agar hal tersebut tidak menjadi meluas ke beberapa titik 

kebakaran (hotspot) di dalam area konsesi PT KS. 

Upaya terdakwa dalam melakukan pemadaman dinilai tidak 

dilakukan dengan maksimal sehingga terdakwa tidak mampu untuk 

mengendalikan api atau mencegah terjadinya kebakaran yang lebih masif 
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lagi. Hal tersebut tampak dari bukti ilmiah (scientific evidence) berupa hasil 

analisa pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari yang 

menunjukkan lanjutan hotspot dari hari sebelumnya ataupun munculnya 

hotspot baru di titik lain. Hal ini juga dikuarkan dengan keterangan ahli Prof. 

Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang menyatakan bahwa terdakwa 

tidak memiliki sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan 

kebakaran lahan yang memiliki jumlah cukup dan memadai seperti early 

warning system, early detection system, sistem komunikasi, peralatan 

pemadaman dan personil pemadam. Hal demikian dianggap merupakan 

pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 serta peraturan 

perundang-undangan lainnya.  

Sehingga dissenting opinion tersebut menyimpulkan bahwa PT KS 

belum menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam 

upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan lahan yang menjadi 

kewajibannya sebagai pelaku usaha perkebunan. 

Atas hal-hal yang diuraikan di atas, maka menjadi penting untuk 

dikaji dan ditelaah lebih dalam pada penulisan ini terkait tanggung jawab 

korporasi dalam menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan 

pengendalian kebakaran lahan, kemudian bagaimana pertimbangan Majelis 

Hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 3840 

K/Pid.Sus.LH/2021 serta untuk mengkaji mengenai tanggung jawab 

korporasi dalam menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan 

pengendalian kebakaran lahan dalam perspektif Islam. 

Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan judul 

penulisan yakni TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM 

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN (Studi Putusan MA Nomor 

3840 K/Pid.Sus.LH/2021).   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, maka 

dalam penulisan ini telah diangkat beberapa hal yang akan menjadi rumusan 

masalah. Adapun rumusan masalah dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggung jawab korporasi dalam penyediaan sarana dan 

prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan di Indonesia? 

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 terkait tanggung jawab 

korporasi dalam penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan 

pengendalian kebakaran lahan di Indonesia? 

3. Bagaimana tanggung jawab korporasi dalam menyediakan sarana dan 

prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan menurut 

perspektif Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini akan penulis uraikan 

sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis tanggung jawab korporasi dalam mempersiapkan 

sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan di 

Indonesia. 

b. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 

c. Untuk menganalisis tanggung jawab korporasi dalam mempersiapkan 

sarana dan prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran lahan 

dalam perspektif Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para 

pembaca. Dalam hal ini manfaat penelitian akan dibagi menjadi dua jenis 

yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun uraian mengenai manfaat 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 
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Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman tambahan bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi 

kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi 

mengenai tanggung jawab korporasi dalam mempersiapkan sarana dan 

prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan baik menurut 

hukum positif Indonesia maupun menurut perspektif Islam berupa 

penjelasan dengan bersumber pada aturan-aturan hukum yang digunakan. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi pemerintah di 

Indonesia khususnya dalam mengedepankan tujuan perlindungan 

terhadap lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum dan 

gambaran tentang tanggung jawab korporasi dalam mempersiapkan 

sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan di 

Indonesia. 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan 

abstraksi dari gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka 

konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, 

analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas 

selanjutnya terdiri dari: 

1. Tindak Pidana Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-

undang yang mengatur tentang korporasi.
13

 

2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14

 

                                                           
  13 Mahkamah Agung RI, Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan 

Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 1 angka 8. 

  14  Indonesia (b), loc.cit, Pasal 1 angka 1  
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3. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 

yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15

 

4. Pencegahan kerusakan lingkungan adalah upaya untuk mempertahankan 

fungsi hutan dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang 

berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang 

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
16

 

5. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan dan 

penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran 

lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau 

lahan.
17

 

6. Kebakaran lahan adalah suatu kerusakan lingkungan hidup yang 

mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik 

dan/atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan/atau lahan tidak 

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
18

 

7. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan 

sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang 

oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
19

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang 

peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti 

memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk 

mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, 

maka penulis menggunakan metode penelitian pada penulisan kali ini sebagai 

berikut: 

 

                                                           
  15 Ibid, Pasal 1 angka 17 

  16   Indonesia (c), Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau 

Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, PP 

Nomor 4 Tahun 2001, LN Nomor 10 Tahun 2001, TLN No.4076, Pasal 1 angka 5 

  17  Ibid, Pasal 1 angka 4 

  18 Ibid, Pasal 1 angka 9 

  19  Indonesia (b), loc.cit, Pasal 1 angka 15 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian pada penulisan kali ini merupakan jenis penelitian 

normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka 

dan/atau bahan sekunder yang mungkin juga mencakup bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
20

 Secara 

spesifik, penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dan 

sistematika hukum.
21

 Adapun pendekatan yang digunakan dalam 

penulisan penelitian ini adalah pendekatan aturan hukum positif di 

Indonesia (statute approach) dan pendekatan konseptual dari para ahli 

hukum (conceptual approach). 

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 

dilakukan  dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
22

 

Berbeda dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum 

yang bersumber dari para ahli-ahli hukum di bidangnya masing-masing.
23

 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan 

kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau 

dokumentasi hukum lainnya. Data sekunder ini menggunakan beberapa 

bahan-bahan hukum. Adapun bahan hukum dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat terhadap penulisan ini dan terdiri dari: 

                                                           
  20  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2014), hal.52 

  21 Ibid, hal.51  

  22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.93 

  23  Ibid, hal.95 
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1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian 

Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang 

Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; 

4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran 

Hutan dan/atau Lahan; 

5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

5/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau 

Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar; 

6) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 

233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu; 

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari 

hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di 

antaranya seperti buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-

jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, serta dokumen-dokumen yang 

berasal dari internet. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, contohnya adalah kamus, website, dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

studi dokumen dan/atau analisa bahan-bahan pustaka. Studi dokumen 
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atau analisa bahan pustaka merupakan suatu alat pengumpulan data 

yang dilakukan melalui data tertulis 

 

 

4. Penyajian dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode yang 

mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang 

dapat dengan mudah dipahami, lalu kemudian data analisis tersebut 

secara kualitatif ditarik untuk membuat sebuah kesimpulan yang dapat 

disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.
24

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian ini, penulis 

akan membagi penelitian ini ke dalam bentuk yang sistematis yang terdiri dari 

bab per bab yang di antaranya terdiri juga sub-bab. Atas hal tersebut, terhadap 

penulisan skripsi ini penulis akan menetapkan sistematika penulisan sebagai 

berikut:
25

 

Pada bab pertama (BAB I) penulisan ini merupakan bab pendahuluan 

yang di dalamnya memuat beberapa sub-bab di antaranya yakni: Latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penulisan pada bab 

pendahuluan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada para pembaca tentang 

gambaran umum dari penulisan skripsi ini. 

Selanjutnya pada bab kedua (BAB II), penulis akan membahas 

mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan-landasan sumber hukum 

yang relevan dengan topik pembahasan yang akan penulis kaji. Sumber 

hukum dimaksud dapat diambil dari aturan hukum positif di Indonesia, 

pertimbangan putusan pengadilan, serta doktrin para sarjana hukum yang 

                                                           
  24  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 

hal.37 

  25 Fakultas Hukum Universitas YARSI, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas 

YARSI tentang Penyusunan Skripsi, Peraturan Dekan Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 23.  
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dituangkan ke dalam suatu bahan pustaka. Pada bab ini penulis akan 

menguraikan pisau analisis yang akan digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah tersebut. 

Pada bab ketiga (BAB III) penulis akan memberikan jawaban atas 

rumusan masalah yang telah disampaikan dengan menggunakan pisau analisis 

sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bab tinjauan pustaka pada bab 

kedua. 

Kemudian pada bab keempat (BAB IV) penulis akan menguraikan 

terkait pisau analisis beserta jawaban atas rumusan masalah terkait dengan 

perspektif Islam. Dalam bab ini penulis akan menggunakan pisau analisis dari 

aturan-aturan hukum Islam baik berupa Al-Qur‟an, Hadits, maupun Ijtihad 

para ulama. 

Sebagai penutup penulisan ini, penulis akan memberikan kesimpulan 

serta saran jika diperlukan pada bab kelima (BAB V) yang merupakan bab 

penutup. Bab ini berisikan rangkuman secara singkat tentang jawaban-

jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pertanyaan kunci pada 

penulisan skripsi kali ini. 




